
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
TAHUN 2014 NOMOR 1
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 1 TAHUN 2014
 

TENTANG
 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2013
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI WAY KANAN,
 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008, Kepala daerah mcngajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pcrtanggungjdwaban Pelaksanaan APBD ke pada 
Dewan Pe rwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) bcrupa 
laporan keuangan yang telah dipcriksa oleh Badari 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a, periu menctapkan Pe rat.uran 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun Anggaran 2013; 

Mcnvinaa t 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
b b 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
scbagairnana telah d iubah dcngan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35(9); 

3.Undang..... 



3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembenlukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupatcn Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

4.	 Undang-Undang Nomor 28 Tah un 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Numor l8:=i 1): 

5.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 len lang 
Perberidaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jawab 
Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440U); 

8.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Pereneanaan Pembangunan Nasional 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah un ]U(J-} 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana tclah diu bah sebanyak d ua kali te ra k.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2U08 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844): 

10.	 Undang-Undang Norrior 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang..... 



1 1. 

12. 

13. 

14. 

16. 

17. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tam baha.n Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang 
Pembcntukan Pcra t uran Pcrunda ng -L' I1ddll;';',t I; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Nomor 5234); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Ked'ud ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah sebanyak tiga 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lernbaran Ncgara Rcpublik 111clUlll~id 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbar'a n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublIk 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

Pe raturan Pcmerintah Nornor 55 Tah un 2005 tcnLang 
Dana Perimbangan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Ta h u n ..200;::; TcnLm". 
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lcrnba ra n Ncgdra 
Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 13o, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 
Indoncsia Nomor 5155): 

Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nezara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia 
Nomor 4578); 

18.Peraturan ..... 



18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pe ncrupa n SlUl1lLll 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 te ntang 
Pecloman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja 1n st.an si Pcmerin tuh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan An t a ra Pc mor in tn h. 
Pcrnerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 

22.	 Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahuri 2010 tentang 
Staridar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran ~cgma 

Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5165); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (LcmbcHdll ;\!egctrd !~(Tli!i:i. 

Indonesia Tahun2011 Nomor 59, Tamba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219); 

24.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 teritang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 

25.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcrigelolaan Keuarigan Dacrah , 
sebagaimana telah di uba h sebanyak dua kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 
T0hun 2011 (Berit8 Ncgara Republik Indonesia Tuhun 
2011 Nomor 310); 

26.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah (Berit.a 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

27 .Peraturan ..... 



27.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupatcn Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Way Kanan Tahun 2008 Nornor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabuparc n Way Kanan 
Nomor 122); 

28.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 
Tahun 2008 ten tang Organisasi Sekrctariat Dacrah 
dan Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 
123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2u 1J 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Ka b u pate n 
Way Kanan Nomor 149); 

29.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ~ 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dina s-Di n a s Daerah 
Kabupatcn Way Kanan (Lerribaran Daerah Kabupaicn 
Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 124), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn WdY Kanan Tub un ~u l: 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Ka b u pa te n Way 
Kanan Nomor 150); 

30.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Way Kanan Tahun 2008 Nornor 5, Tambahan 
Lembaran Daera h Kabupaten Way Kanan Nomor 125), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nornor 5 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 
Nomor 5, Tambahan Lcrnbaran Daerah Kabupaun 
Way Kanan Nomor 151); 

31.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nornor fl, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Way Ka n ari 

Nomor 126); 

32.Peraturan ..... 



32.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai 
bagian dari Pcrangkat Dacrah Pcmcrint.ah Kabupatcn 
Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2008 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 127), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun .2013 Nomor u, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 15.2); 

33.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Kcuangan Daerah (Lcrribaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2009 Nornor 10, Tambahan Lembaran 
Dacrah Kabupa te n Way Kanan Nomor 136); 

34.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Karian Nornor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2011 Nornor 3, Tam buh a n Lc m bu ru n 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138); 

35.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 7 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 1401; 

36.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wa,:: Kanan Tahun 2011 Nomor 8); 

37.	 Pera t uran Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor Y 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nornor <J); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
[Lern bar-a n Dacrah Ka u pa t cn WCl\' mb Kan.m Ta hi 

2011 Nomor 10); 

3g.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nornor 9 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 9); 

40.	 Peraturan Daerah Kabupaien Way Kanan Nornor 7 
Tahun 2013 ten tang Anggaran Pe ndapatan dan 
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 
Nomor 7); 

Dengan ..... 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
dan
 

BUPATI WAY KANAN
 

MEMUTUSKAN:
 

MENETAPKAN:	 PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 

(1)	 Pertanggungjmvaban pe la k san aan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan 
keuangan memuat: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Ncraca; 
c. Laporan arus ka.s; dan 
d. Catatan atas laporan kcuangan. 

(2)	 Laporan keuangan sebagaimana d irnaksud pada Avat 
(1) diJampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 
laporan keuangan badan usaha milik 
dacrahl perusahaan daerah. 

Pasa12 

Laporan reali sasi anggaran sebagairnaria dimak sud dalarn 
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai bc rrku t : 

a.	 Pendapatan Rp 778.381.331.704,53 
b.	 Be la nja Rp 757.542.651.305,00 

Surplus / defisit Rp 20.838.680.399,o3 
c.	 Pembiayaan: 

- Perierirnaan Rp 62.093.260.699,t)0 
- Pengeluaran Rp 4.626.748.616,00 
Surplus rdefisit Rp 57,466.012.083,60 

Pasal J ..... 



Pasa13 

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 2 scbagai bcrikut : 
a.	 Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan 

sejurnlah Rp 16.499.072.907,47 dengan rmcian 
sebagai berikut : 
1.	 Anggaran pendapatan setelah 

perubahan Rp 794.880.404.612,00 
)	 Realisasi Rp 77'6.3'dl.3JI.7U-t,5,', 

Sclisih tffii.fi/(kurang) (Rp 16.499.072.907,47) 

b.	 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp 91.931.014.006,60 dengan rmcian sebagai 
berikut: 
I.	 Anggaran belanja setelah 

perubahan Rp 849.473.665.311,60 
2.	 Realisasi Rp 757.542.651.305,00 

Selisih le-BiR / (kurang) (Rp 91.931.014.006,60) 

c.	 Sclisih anggaran dengan rcalisasi surplus / defisit 
sejumlah Rp 75.431.941.099,13 dengan rincian 
sebagai bcrikut : 
1.	 Anggaran Surplus/ defisit 

sete1ah perubahan (Rp 54.593.260.699,60) 
2.	 Realisasi Rp 20.838.680.399,53 

Sclisih lcbih/(wFH-H-g) Rp 7::>.--tll. cL11 Cl0C) 1.", 

d.	 Selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan 
pernbiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rmcran 
sebagai berikut : 
1.	 Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 62.093.26U.699,6U 
2.	 Realisasi Rp 62.093.260.699,60 

Selisih lebib / (kurangj Rp 0,00 

e.	 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
pembiayaan sejumlah Rp 2.873.251.384,00 dengan 
rincian sebagai berikui : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00 

2.	 Realisasi Rp 4.626.748.616,00 
Selisih ~/(kurang) (Rp 2.873.251.384,00) 

LSelisih ..... 



Pasa17 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a.	 Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi 
Anggaran menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

Lampiran 1.2:	 Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemcrintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1.3:	 Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah me n uru: Uru s-u . 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

Lampiran 1. 4:	 Rekapitulasi Rcalisasi Anggaran 
Belanja Dacrah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan 
Pemcrintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kcrarigka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran 1.6 : Daftar Penvertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 

Lampiran 1. 7 : Oaftar Rcalisasi Periambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daernh: 

Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya; 

Lampiran 1.9 :	 Daftar Kegiatan-kcgiatan yang Bclum 
Oiselesaikan sampai Akhir Tahun 
dan Oianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Berikuuiva: 

Larnpiran 1.10: Daftar Dana Cadangan Dacrah; dan 

Larnpiran 1.11: Oaftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi 
Dae rah. 

b.	 Larnpiran II Neraca 

c.	 Lampiran III Laporan Arus Kas 

d.	 Lampiran IV Catatan Atas Laporan I\.euangan 

PasaI8 ..... 



Pasa18 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan kirierja tercantum dalam Lampiran V; 

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerahj Perusahaan Daerah tcrcantum da larn 
Lampiran VI. 

Pasal9 

Bupati Way Kanan menetapkan Peraturan Bupati 
tentang pcnjabaran pertanggurigiawaban pelaksanaan 
APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. 

Pasall0 

Pcraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

orang mcnge tab uinva. memerinrahkan 
Pcrat uran Daerah 1111 ckngdll 

dalam Lcmbaran Oacrah Kabupatcn 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 15 J uli 2014 

BUPATI WAY KANAN, 

Dto, 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 15 Juli 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

Dto, 

BUSTAM HADORI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 
NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
PROVINSI LAMPUNG 1/WK/2014 




